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WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BLITAR,

bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan pembangunan

tahunan daerah yang efektif, efisien dengan memperhatikan

azas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor

2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor

6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daecrah

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021,

maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun

Anggaran 2020.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan
Kota—Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor {S
551);
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. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i9
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 Tainbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan L
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 1I
Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3243);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal {(Lembaran Negara Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6178);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
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Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun v2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir den‘gan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 4695);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang

20.

21.

22.

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

§
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019
tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1280);
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan. Daerah Kota Blitar
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar
Tahun 2017 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019

Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Walikota adalah Walikota Blitar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRD Kota Blitar

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar

Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin
oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota.

Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang dipimpin Sekretaris
DPRD dimana secara teknis operasional berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas adalah unsur pelaksana pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

Badan adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang
bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
satuan kerja perangkat daerah/unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan,
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas. ‘

Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu
atau beberapa program.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur
pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi k

Perangkat Daerah.
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Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna
barang milik daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK/PPKom
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna
Barang.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPD/ PPK-Perangkat Daerah adalah pejabat
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja
perangkat daerah.

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, méngeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah
pada Pejabat Penatausahaan Barang.

Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus
Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang
diserahi tugas mengurus barang.

Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang
diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan
barang milik daerah pada pengguna barang.

Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima,
maupun menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna
Barang.

Bendahara Umum Daerah adalah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas
Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan kerja

perangkat daerah.
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Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada
satuan kerja perangkat daerah.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ
adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang
menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP
adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas
memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP
adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa.

Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan
secara Swakelola. |
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP
adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan
oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah.

E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang
disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan
teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut
Swakelola adalah cara memperoleh barang/ jasa yang dikerjakan sendiri
oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/
Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok
masyarakat.

Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh
barang/ jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah l}
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hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia
adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan
kontrak.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,
dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan
adanya olah pikir.

Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan
peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilanbdalam suatu
sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan
harga barang/ jasa yang ditetapkan oleh PPK.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode
ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan
keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian
kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesis
dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan
ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing
adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa
Konsultansi.

Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa
dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan
pelaku usaha asing.

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk méndapatkan
Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya

dalam keadaan tertentu.
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Pengadaan Langsung Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya
adalah metode pemilihan untuk fnendapatkan Penyedia Barang/
Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk
mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang.
Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh kelompok
kerja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan yang memuat
informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam
pemilihan Penyedia.

Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak
adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA/ PPK dengan Penyedia Barang/
Jasa atau pelaksana Swakelola.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan wusaha perorangan yang memenuhi Kkriteria Usaha Mikro
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi
kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih
atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis

yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/
Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan
usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk
mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. {
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Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta
pemilihan/ Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/
Jasa di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah dalam jangka
waktu tertentu.

Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/ Jasa yang
bertyjuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara
ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah
sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan
mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan
siklus penggunaannya.

Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/
Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/ Jasa
sejenis.

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para
pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan kebutuhan dan pengaggaran, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan
pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah
daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing
Pengguna Barang.

Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah
daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa
Pengguna Barang.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan,
dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Program adalah penjabaran kebijakan satuan kerja perangkat daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan &
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menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan misi satuan kerja perangkat daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber
daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam
bentuk barang/jasa.

Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah adalah
pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan
dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standardisasi.

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan

untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan
Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.

Dokumen lainnya adalah Data/Juklak/Juknis dan ketentuan-ketentuan
yang mendukung terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah
organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
berdasarkan kesamaan aspiriasi, kehendak, kebutuhan kepentingan,
kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila.

Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan
pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari
APBD/APBN.

Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah
perhitungan banyaknya biaya yang dibutuhkan untuk Kkeperluan
kebutuhan bahan, upah serta biaya-biaya lainnya yang berhubungan
dengan suatu pelaksanaan kegiatan/proyek.

Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah
pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan
memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau
pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan
peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah
pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam

mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara.
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83. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah

(1)

nilai isian dalam persentase dari komponen produksi dalam negeri
termasuk biaya pengangkutannya yang ditawarkan dalam item

penawaran harga barang maupun jasa.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Peraturan Walikota Blitar ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi
Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan di Lingkungan Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Walikota Blitar ini disusun dengan tujuan untuk
penyeragaman dan meningkatkan tertib administrasi dalam pelaksanaan

pembangunan dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini :

a.

b
c.
d

(2)

Pengorganisasian Pelaksana Kegiatan Pembangunan;

. Perencanaan, Persiapan, dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan

. Pengendalian, Pengawasan, dan Reviu Kegiatan

BAB III
FORMAT-FORMAT PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 4
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran
2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersusun dalam
sistematika sebagai berikut :
a. BAB I PENDAHULUAN;
b. BAB 1II PENGORGANISASIAN, TUGAS DAN KEWENANGAN
PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN;

C. BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN;

BAB IV PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH,;
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e. BAB V PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN REVIU
KEGIATAN; dan

f. BAB VI FORMAT-FORMAT PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5 .
Peraturan Walikota Blitar ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota Blitar ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 20 Maret 2020
WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.
SANTOSO

Diundangkan di Kota Blitar
Pada tanggal 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR
ttd.
RUDY WIJONARKO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

[N

AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008




LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG

PELAKSANAAN  KEGIATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BAB1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar Tahun
Anggaran 2020 merupakan penjabaran tahun kedua dari Peraturan Daerah Kota
Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar
Tahun 2016-2021 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi
pembangunan. Penyusunan RPJMD merupakan upaya dalam menjaga
kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh
masing-masing maupun seluruh komponen masyarakat dengan memanfaatkan
berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel
dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara
berkelanjutan di Daerah.

Pembangunan yang merupakan suatu proses dimana Pemerintah Kota Blitar dan
masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola
kemitraan yang melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta untuk
menciptakan suatu lapangan kerja baru, lapangan berusaha, meningkatkan akses
dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah serta menumbuhkan tingkat
perekonomian di Daerah.

Pembangunan dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan yang baik (good governance)
merupakan isu yang paling mengemuka dalam upaya mewujudkan tujuan
pemerintahan dewasa ini, khususnya pemerintahan daerah. Tuntutan masyarakat
kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan
déngan meningkatnya tingkat transparansi dan pengetahuan masyarakat, di
samping adanya globalisasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintahan Kota Blitar dalam rangka menciptakan
Pemerintahan yang baik (good governance), telah mengagendakan dalam RPJMD
2016-2021, pada Misi Keenam, yaitu : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Yang bersih , dan Profesional. Adapun tujuan dari Misi Kelima tersebut adalah

L




untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tata
pemrintahan yang bersih (clean government) serta profesional dalam memberikan
pelayanan publik. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sesuai dengan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Dalam rangka
mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance} serta dalam rangka
meningkatkan fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan agar lebih
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta untuk lebih
memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu
disusun panduan dalam Pelaksanaan Pembangunan APBD Tahun Anggaran 2020.

. MAKSUD DAN TUJUAN
Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan sebagai
acuan bagi Perangkat Daerah dan Pemangku kepentingan di Lingkungan Pemerintah
Kota Blitar dalam melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2020.
Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2020 bertujuan untuk
penyeragaman dan meningkatkan tertib administrasi dalam pelaksanaan

pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
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BAB VI

FORMAT-FORMAT PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFRENCE (ToR)
PENGADAAN BARANG

OPD

PROGRAM

SASARAN PROGRAM
KEGIATAN
OUTPUTKEGIATAN

1.

N e

10.

Latar Belakang

Dasar Hukum

Gambaran Umum

Alasan Kegiatan Dilaksanakan
Kegiatan yang Dilaksanakan
Uraian Kegiatan

Batasan Kegiatan

Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Indikator Keluaran dan
Keluaran

Indikator Keluaran

Keluaran

Cara Pelaksanaan Kegiatan
Metode Pelaksanaan

Tahapan Kegiatan

Tempat Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan dan
Penanggungjawab Kegiatan
Pelaksana Kegiatan
Penaggungjawab Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Kegiatan
matrik Pelaksanaan Kegiatan
(hari/bulan, terhitung sejak

Spesifikasi teknis
(Macam/jenis barang,
fungsi/kegunaan, bahan
material, ukuran/volume)
Biaya : Total biaya yang
diperlukan dalam
kegiatan

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

-------------------------------------------------------
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFRENCE (ToR)
PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

OPD

PROGRAM

SASARAN PROGRAM
KEGIATAN
OUTPUTKEGIATAN

1.

10.

10.

Latar Belakang
Dasar Hukum
Gambaran Umum
Alasan Kegiatan Dilaksanakan
Kegiatan yang Dilaksanakan
Uraian Kegiatan
Batasan Kegiatan
Maksud dan Tujuan
Maksud Kegiatan
Tujuan Kegiatan
Indikator Keluaran dan Keluaran
Indikator Keluaran
Keluaran
Cara Pelaksanaan Kegiatan
Metode Pelaksanaan
Tahapan Kegiatan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan dan Penanggungjawab
Kegiatan
Pelaksana Kegiatan
Penaggungjawab Kegiatan
Tenaga Ahli
(Tenaga Ahli yang diperlukan untuk
melaksanakan pekerjaan)
Waktu Pelaksanaan Kegiatan
matrik Pelaksanaan Kegiatan
(hari/bulan, terhitung sejak .......... )
Spesifikasi teknis
- Penggunaan bahan/material yang
diperlukan
Penggunaan Peralatan yang diperlukan

- Penggunaan Tanaga Kerja
Metode Kerja/Prosedur Pelaksanaan
Pekerjaan

- Gambar kerja

- Perhitungan prestasi pekerjaan untuk
pembayaran

- Pembuatan laporan dan dokumentasi

- Penerapan Manajemen K3 konstruksi
(Keselamatan & Kesehatan Kerja)
dil. yang diperlukan

Biaya : Total biaya yang
diperlukan dalam kegiatan

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFRENCE (ToR)
PENGADAAN JASA KONSULTANSI

OPD

PROGRAM

SASARAN PROGRAM
KEGIATAN
OUTPUTKEGIATAN

1.

10.
11.

12,

13.

Latar Belakang

Dasar Hukum

Gambaran Umum

Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kegiatan yang Dilaksanakan

Uraian Kegiatan

Batasan Kegiatan

Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Indikator Keluaran dan Keluaran

Indikator Keluaran

Keluaran

Cara Pelaksanaan Kegiatan

Metode Pelaksanaan

Tahapan Kegiatan

Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan dan Penanggungjawab

Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

Penaggungjawab Kegiatan

Tenaga Ahli
Tingkat pendidikan formal sesuai
bidang keahlian masing-masing
sesuai yang dibutuhkan

- Pengalaman dalam menangani
pekerjaan yang sejenis/sesuai
bidang keahliannya

- Jumlah masing-masing tenaga
ahli yang dibutuhkan
Waktu penugasan dari masing-
masing tenaga ahli

- dn

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

matrik Pelaksanaan Kegiatan

(hari/bulan, terhitung sejak .......... )

Lokasi Pekerjaan

Pendekatan dan Metodologi

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

-------------------------------------------------------

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Pendekatan /penghampiran masalah tcrkalt dengan kebutuhan jasa konsultan
dan metodologi untuk menyelesaikan masalah terkait dengan pekerjaan jasa

konsultan ..........

Spesifikasi teknis

- Formulasi yang dipergunakan
dalam menyusun analisa dan
perhitungan lainnya
Ketentuan tentang survei dan
pengukuran serta investigasi

Biaya : Total biaya yang

diperlukan dalam kegiatan

.......................................................

.......................................................




14,

Laporan Kemajuan Pekerjaan

Laporan yang harus dipenuhi dalam
pengadaan jasa konsultansi, meliputi

- Laporan Pendahuluan;
- Laporan pertengahan;
- Laporan akhir;

- Laporan bulanan

PA /KPA /Pejabat Penanggungjawab

124




-4

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFRENCE (ToR)
PENGADAAN JASA LAINNYA

OFPD

PROGRAM

SASARAN PROGRAM
KEGIATAN
OUTPUTKEGIATAN

1. Latar Belakang
Dasar Hukum
Gambaran Umum
Alasan Kegiatan Dilaksanakan
2. Kegiatan yang Dilaksanakan
Uraian Kegiatan
Batasan Kegiatan
3. Maksud dan Tujuan
Maksud Kegiatan
Tujuan Kegiatan
4. Indikator Keluaran dan Keluaran
Indikator Keluaran
Keluaran
5. Cara Pelaksanaan Kegiatan
Metode Pelaksanaan
Tahapan Kegiatan
6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan
7. Pelaksanaan dan Penanggungjawab
Kegiatan
Pelaksana Kegiatan
Penaggungjawab Kegiatan
8. Tenaga Terampil
Tenaga terampil yang dibutuhkan
meliputi
- Tingkat pendidikan minimal
tenaga terampil yang
dibutuhkan;
Pengalaman dalam menangani
pekerjaan yang sejenis/sesuai
bidang keahliannya
Jumlah Tenaga terampil yang
dibutuhkan
- Waktu penugasan sesuai
ketentuan
- du
9. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
matrik Pelaksanaan Kegiatan
(hari/bulan, terhitung sejak .......... )
10. Lokasi Pekerjaan
11. Metoda Kerja

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Metode Kerja yang harus dilakukan oleh penyedia Jasa Lainnya dalam
melaksanakan pekerjaan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan,

antara lain meliputi :

- Kemajuan/hasil pekerjaan yang harus dapat diselesaikan dalam sehari

dengan menggunakan tenaga terampil yang tersedia
. Persyaratan dalam menggunakan bahan/material, peralatan yang
diperlukan terkait dengan target yang ditetapkan

- DIl
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12.

13.

14.

Spesifikasi teknis

- Formulasi yang dipergunakan
dalam menyusun analisa dan
perhitungan lainnya

- Ketentuan tentang survei dan
pengukuran serta investigasi

Biaya : Total biaya yang

diperlukan dalam kegiatan

Laporan Kemajuan Pekerjaan

Laporan yang harus dipenuhi dalam

pengadaan jasa lainnya, meliputi
- Laporan Harian;

Laporan Mingguan;
- Laporan bulanan.

.......................................................

.......................................................

isi laporan menyangkut tentang kemajuan pekerjaan yang telah
dilaksanakan, penggunaan bahan/material serta peralatan yang
digunakan dan kendala dan pemecahan masalah yang dilakukan

PA/KPA/Pejabat Penanggungjawab
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFRENCE (ToR)
PENGADAAN PEKERJAAN SWAKELOLA

OPD

PROGRAM

SASARAN PROGRAM
KEGIATAN
OUTPUTKEGIATAN

1. Latar Belakang
Dasar Hukum
Gambaran Umum
Alasan Kegiatan Dilaksanakan
2. Kegiatan yang Dilaksanakan
Uraian Kegiatan
Batasan Kegiatan
3. Maksud dan Tujuan
Maksud Kegiatan
Tujuan Kegiatan
4. Indikator Keluaran dan
Keluaran
Indikator Keluaran
Keluaran
5.  Cara Pelaksanaan Kegiatan
Metode Pelaksanaan

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Tahapan Kegiatan e tteeeerereaeeerseeereenresaneneenentaaranaanenannn
6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan L e eeterrerereeeseeeeeereeectenteteteteteeatnnanaerienn
7. Pelaksanaan dan

Penanggungjawab Kegiatan

Pelaksana Kegiatan D et eteerteeteeesseseesenbersterertetaaareeneeneaneasnes

Penaggungjawab Kegiatan PN

8. Tenaga Kerja dan/atau tenaga
ahli perseorangan
Tenaga kerja upah borongan dan/atau tenaga ahli perseorangan yang
diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan swakelola

9. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
matrik Pelaksanaan Kegiatan  eeteereereeteteeeneennerecesssasreetacterenesesaran
(hari/bulan, terhitung sejak

10. Lokasi Pekerjaan
Bahan/Material dan Peralatan
Bahan /material dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan
pengadaan pekerjaan swakelola
11. Spesifikasi teknis - P PON
- Penggunaan bahan/material yang diperlukan
- Penggunaan Peralatan yang diperlukan
- Penggunaan Tanaga Kerja
- Metode Kerja/Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan
Gambar kerja
- Perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran
- Pembuatan laporan dan dokumentasi
- Penerapan Manajemen K3 konstruksi (Keselamatan & Kesehatan Kerja)
- dll yang diperlukan
12. Biaya : Total biaya yang
diperlukan dalam kegiatan

.......................................................

L




>

13.

Keluaran/Produk yang
dihasilkan
Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan
Swakelola.

.......................................................

PA/KPA/Pejabat Penanggungjawab
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SN

FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

OPD

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

KEGIATAN

KELUARAN

NO. | TAHAPAN PELAKSANAAN DAN | BIAYA | BIAYA VOLUME | SATUAN | HARGA/ | JUMLAH | KET.
RINCIAN KOMPONENNYA UTAMA | PENDUKUNG BIAYA

1 2 3 4 5 6 7 8=(5X7)| 9

1
A

II

Sub Keluaran ........
Komponen Tahapan Sub
Keluaran

Sub Komponen ......
Komponen Tahapan Sub
Keluaran

Sub Komponen ......

Sub Keluaran........ dst

TOTAL BIAYA
KELUARAN

KEPALA OPD/PEJABAT YANG DITUNJUK

............................

129 [




Y oer

(VeIAE LINN/AdO VINYN) o VIVdad
ONON ................................. £ -HmH..Hﬁm
HVINOL
€1
g) ' uerEnRy g1
1) wereny 1°T
uejeday | ¢
-
g verenoy g1
) uerenpy 11
welerda) | 1
¥l €1 4! 11 01 6 8 )} 9 S b ) (4 1
(dy) %) Hodwory]
e | @) | ) o () 1sex0]
yeresey ueBuensy | WS | () eureN
uereSsuy ueren[ey] / weyersoy | oN
nfue] yepurl, | [uetequrey ueSueny] qiSTH j0q0¢g elioury 10812,
ueIBISoy BUBOUIY nded UeIBSES
ISeseay
{ueyerday] 1Isenreay wioj)
020T NAHVL """ NVINg
(VOAE LINN/AdO VINVN) e NVIVIODEN ISVNVIVAT NVIOdV]

£




1€l

A-....:...........-‘........-......-.....-.v

(AdO VINVN)

ceessresaanerannenns <\H<ﬁmmm

e B LT8G (4NN Weep uesnpiadip SueA miue] yepulL _

~EAWn{iieq UB[NMLY Wefep uenjiedip SueAn{ue] yepui], \ ‘

eameareaon

“e[ioup] uejedeousd yequieyduad JolE] N\

e Bl ST Ue[SeUlaqy Suoopuad Jopied

eluoury| 1eyipald

{%) elisupy ueredes ge1-e1ey

Qd> ISeN[eAq WLIO}

020C NNIHVL """ NVINMIAL
(AdO VIAVN) """ Ad3Y ISVATVAE NVIOdVT




) zer
‘ureyer8ox /1s3e IMIn Jowou ueguop Sup (01) woroy eped (01
‘e[1ouny 10818} ueredeouad IsBpUSWONI UBSUIP ISTIP (6) WHOJOY BPBJ 6
‘elroury 108121 ueredeouad yequieyduad /Sunsynpuad 10} UBSUIP ISP (g) worox eped (8
‘efroury 198181 ueredeouad stpuoy uweSuIp ISUP (L) woroy eped (4
‘nyuolre) uemnmir} eped siSajens Ueseses /ewre)n eloun| ueredeouad ISESI[EAI ISTIP (9) woroy eped (9
‘muey9) vemuin eped (JO Yoo rededp esusnreyss neye redeorp uese Sued elroury 10818} UeSuop 1SIp () ojo eped (S
‘ngoesia unye) eped qdo yoro redeorp eAusnieyss nere redeoip uese Sued elroury 1081%] ueSuep ISUp (p) woroy eped (b
‘wepninmIp urSur Sue£ 1Spuos rensas (JO UBIESES JOJBNIPUl Uep Burein elIsury JojexIpur uegusp 1sup (¢) wojoy eped (€
‘ddo SY3ojeIls uereses Ymnyes vilos vwrejn efzoury rpefuow Sued erjsuoy usnfny ueguop ISUP (g) woroy eped (T
‘ddO S1SojeIls UeIBSES YIINs v1Ios ewrejn eftourny rpefuom 3ued enysuoy uwenfny nan ou 1sup (1) wopoy eped (1
:uersidusg ynfunyad
(o2) (61) (81) (1) (91) (s1) (b1) (e1) (z1) (t1) {o1)
N Al | Il | 1T I
LOCNVT A M A M
svaniy | [SYQTVAS | VIVOONV | AL 4y | NVIVIOTEH n NVAVATIM | ;| § | g | 1 | NVIVIOEM/ISHV | ON
TISVH ViaHoud /1ndLNo
VAvdn ISVSITVE NVVNVSMVTIdd
TVMave
(6) (8) (2) (o) (s) ) () (2) (1)
NIV €L SIOALVALS
A | yawveEONEd LADAVL NOHVL NVAVSVS
VNVONTI /ONAMNANTD IHANFINTIN NVIOMINL | NVIOMIAL VONANTT VIIANIE JOLVIIANI /NVaral/VINVLO ON
/ISVANZIWNOMTI NOLMVA NOTAI/HVAQS | ISVSITVIE | LIDYVEL 1A9NVL VAN
(10 elrouny veinynsusd ueiode] ULIO])
ressesssesse NWHVOONV NAHVL JVLITL VLOH *°**** 7 HVAAVA LVIDNVIEd

VLAANIY NVIVAVONI ISV VYNVONITI AINOIW

TN




% €€l

"MuaLIs) wemann eped uererSos /1Sye BiIouny jesre) weredeouad wexreqiad mfrepTepun eAedn weSuop ST (07) WO Bped (07
‘Myuey1a) uemmin eped uejerSos /1Sy elroun] teredeo [SeNes isey weduap ISP (61( wojox Bped (61

‘muania e eped teyerSes/syre ueredeouad Sunspusw SueA uereSsue 1sesyeal WeSu9p ISTp (81) worox eped (81
‘mue)Ia) vemLn eped uejeBay/Isse  eIouny weredeo ueBuop sTp (£ 1) wojox eped (L1

aurepnsySuesioq Suek ueyerSos eped uered3ue weSuap ISP (9T) woroy eped (91

ysestuesio elroun ueredeouad Suefunusw Fued uejerdoy weSuap IsMp (ST ) woro3 eped (ST

4sesruesio eliouny ueredeousd Suefunuow Sues weigord ueduop (41 ) woroy eped 1

‘ureyerdoy 1sye Jod uereniay /indino ueduop wsp (€1) wolos eped (€1

‘ueyersoy /1sye ueeuesyerad rempel ueSusp TP (71) wojoy eped (¢l

‘wreyero /1sye ueSuaop Isup (11) woloy eped (11




800 T €08661 6060,.961 dIN
"H'S 'INOJHO.L AVINHY

OSOLNVS w\@\

PR ‘ISYSINVOIO NVA WNMNH NVIDVE VIVdET
BAUI[SE UBZUIP [eNSIS UBUI[ES

YAv.LIid VLOATTVM IDIVM

‘euresye19) wmaq Suefunuad uejerdes /weigoid ueregsue nded enqede ueSueId)oy aqUAW ueBuap sup (¢T) wojos eped (€1
‘ueyerdoy /ureigord Sursewr-Sursewt Lep ueredsue j1081e) ueredesusd ssejussiod uB3uIp ISP (z1) woroy eped (1

“nqosIo) uenmLy urerep ueressue nSed ueyerdoy/urergord Liep IsESI[EAI UBSUSP ISTP (11) worox eped (11

; ‘weynjSuesioq Suek weyerday /werSoxd eped wereSSue TP (0T) wojoy BpeJ (01

asestuesio elroun] ueredeouad Suelfunusw Suek uejersos/ wresdoxd s1p (6) woroy eped 6

‘redeo19] WN[3Q UBIBSES I0JBIPUI JNQ3sI9) uenmLr eped eqede uesueId)asy Laquiow ue8uap sup (g) wojoy eped (8
‘e[1ouny J0EIpUl Sursew-Sursews Lrep 198re} ueredeouad ose}UssIdd ISP (2) woroy eped {2

‘ef1oup] JoyeNIpu] Sursew-SurSew Lep [Sestear ueudp ISP (9) wojos eped (9

‘efroury uerfueliag uswnyop rensas qJQ yoro redeorp vAusnreyss neje redeop uexe Sued elrouny jo8re) wedusp ISHUP () woros eped (©
ueyersoy /weiSoxd /4O uereses/ewein elroun| Jojesrpur ueSuniiyiad ered /SN B[nuIo] ueSuop 1STp (1) woroy eped (v
‘wexpnmmip urSur Sue4 sTpuos rensss ueyerdos /weiford /qJO ueIeses /ewein elioury Jojeipur ueduop istp (¢) woroy eped (€
‘uejerSoy uervses/weiSoxd mereses/qdo SiSeren)s uereses/uenfny /eurey() elroury uesuop sup (g) woroy eped (¢

anim ou 1sup (1) wojoy eped (1

wwersi8uad synfunjogd
(e1) (z1) (1) (o1) (6) (8) (2) (9) (e) ) (c) (2) (1)
. IS
- % | ysrvay -dy NVLVIOWH | oo % | ISVSITVAY
novd | /WvaH0oud T NVONALIH¥Ad | VOuaNId SIDALVALS
NVINAMILL NVIOMINL | L3DUVL | “jcumnuvod | NOLVMIONI | Nvavsvs | ON

: unyge],
:  eliay jrun/yeioeq jeqsueiad

(zo elrsup] ueinsn8usg uerode| WLIO))

LY Y N Y Y Y R R PR R I PR Y} 42& BHZD\EQQ Bﬁwgﬂm
VOAINIY NVINMNDNEd




	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)
	image_011.pdf (p.11)
	image_012.pdf (p.12)
	image_013.pdf (p.13)
	image_014.pdf (p.14)
	image_015.pdf (p.15)
	image_016.pdf (p.16)
	image_017.pdf (p.17)
	image_018.pdf (p.18)
	image_019.pdf (p.19)
	image_020.pdf (p.20)
	image_021.pdf (p.21)
	image_022.pdf (p.22)
	image_023.pdf (p.23)
	image_024.pdf (p.24)
	image_025.pdf (p.25)
	image_026.pdf (p.26)
	image_027.pdf (p.27)
	image_028.pdf (p.28)
	image_029.pdf (p.29)
	image_030.pdf (p.30)

